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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Memmbang

Mcngingat

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIHOTA METRO
NOMOR [~ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

HOTA METRO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

a. bahwa Derkenaen demgan perkembangan yvang tidak sesuai

dengan asumsi Rencana Kerja  Pemerintah Daerah Kots Meirn
Tahun 2015 dan dalam rangka melaksanakan Persturan
Menteri Dalam  Negeri Nomeor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah Nemor 83 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penwyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Peluksunassn Rencana Pembangunan Daerah, maks
perlu menyusun Perubashan KHencana Kerja Pemerinlah Daersh
Eota Metro Tahun 2015;

bahwa wuntuk mclaksanakan maksud hurof a diatas, maka
prrlu ditctapkan Peramuran Walikota Meiro tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Melro Tahun 2015;

Undimp-Undeng Nomor 12 Tahun 1999 teptang Pembentukan
Kabupaten Dati I Way Kanan, Kaebupatcn Dati II Lampung
Timmur, dan Kotamadya Dati IT Metro (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tammbeahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825}

Undang. Undargs Nomaor 28 Tahun 19940 tentanys
Penyelengearaan Nepara yang Hersih dan Bebas dari Korupsi,
Eolusi, dim Nepotisme (Lembaran MNegara Republik Indomesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemburan Ncepara Republik
Indoncaia Nomor 3851);

Undang Undimg Nomor 17 Tahun 2002 tcntang Keuangan
Negara [Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nepara Hepublik Indonesia
MNomor 4280);

Undang-Undang Nomar 1 Tehun 2004 tentang Perbendaharann
Nepurs  (Lembaran Negara Republik Indomesis ‘Tshun 2004
Nomor 5, Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4355);

Unideng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 entang Pemcrilksaan
Pengelolasn dan Tanggung Jawab Kewangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan  Pembanpunan Nasional (Lembaran  Negara
Hepuhlik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamhbahan
Lemburun Negara Republik Indonesia Nomor 421

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbansan
Keuangan Antara Pemermtah Pusat dun Pemermtahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4438);

Undanp-Undang Nomor 12 Tehun 2017 rentang Pernbentukan
Peruluran Perundang-undangan  [Lembaran Negawa Republik
Indonesis Tahun 2171 Nomor 82, Tambzhan Lemboran MNesars
Republik Indonesa Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemcrintahan
Dacrah [Lembaran Negera Repuoblik Indonesin Tehun 2014
homor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indemesia
Nomur 5n87); schagaimana telah divhsh beberapa kali terukhir
dengan Undenmp-Undang Nomor 9 Tehun 2015 {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Numor 58, Tambahoo
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraluran  Femerintah  Nomer 58  Tahun 2005 tenlung
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesiy Tahun 2HS Nomor 140, Tumbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578]);

Peraturan Memerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Polavanan  Minimal
{Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar 15835

Meraturan Pemnennlah Nomor 8 Tabun 2006 tenlang Polaporan
Eeuangan den Kmerja Instansi Memerintah [Lembaran Negara
Fepublik Indonesis Tshun 2006 Nomor 25, Tambshan
Lembaran ¥egara Republik Indonesia Namor 4614);

Peraluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapora
Penvelenpparuan  Pemerintahan Daerahh Kepada Pemerintah,
Lapotan Keterangan Pertangpungjawaban Kepala Duerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Informasi  Laporan
Penyclenggarann  Pemenntaban Dacral Kepeada  Masyarakat
(Lembaran Kegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indmnecaia ¥omer 4693);

FPeraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tenlamp Organisasi
Peranglat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4007 Nomor 89, Tambshan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peramran Pemeriniah Nomor 8 Tahun 2008 lenlang Tahapan,
Talas Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evahiasi Pelaksanasn
Fencana Pembangunan Daerah [Lembarsn Negara Republik
Indonesia Taliun 2008 Momor 21, Tambohan Lembaran Mogara
LRepublik Indonesia Nomor A8 17];

Peraturan Presiden Nemor 2 Tahun 2IM5 tentang Rencana
Membangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
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Peraturan Menlen Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentans
Pedeman Pengelolaan Kenangan Daerah, sebagaimana telah
dinbah beberapa kali terakhic denpan Peraluran Menteri Dalam
Megeri Nomor 21 Tahun 2011 [Berira Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanasan Peraturan DPemerintah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Tehapan, Tata Cara Penyvusunen, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanuwsan  Rencana  Pembenpunan  Dacrah
|[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2010 Nomar 517);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penvusunan, Peongendaliom, dan HEvahiasi Rencana
Kerja Pembangunan lacrah Tabun 2015 {Herita Negara
Fepublik Indonesia Tabhiun 2014 Momor 470);

Peraturan Daerabh Kola Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tula Kerja Porangkat Daerah Kota
Metro (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07
Tambahen Lembaran Daerah  EKola  Metro  Nomor O7)
sehagaimana telah diubah dengan Peramuran Daerah Kota Metro
Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerabh Kots Metre Tahun
2010 Nomor 01, Tambehan Lembaran Daoerah Kata Metro
Nomor 01);

Peraluram Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tenlang
Pokok-Pokok Penpelolaan Keuangan Deecrsh (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambaban Lembaran Daerah
Kota Mctro Momor 032);

. Peraturam Daerah Kota Metro Nomor 4 Tabun 2010 tentang

Eencana Pembangunan Jangka Punjang Dacrah [RPJPD) Kota
Metro Tahun 2005 — 2025 [Lembarem Dacrah Kota Metro Tahun
2010 Nomor 02, Tembahan Lembaran Daerah Kota Melto
Mornor 4);

Peraturan [lacrah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tats
Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 - 2031 (Lembaran
Daerah Kots Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Idacrah Kota Metro Nomor 02);

Peraturan Daerab Kola Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Anpparan Pemdapatan dom Belamga Dacrah Kota Metro ‘Tahun
Anpparan 2015 |[Lembaran Deersh Kota Metrs Taohun 2014
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

- Peraturan Walikota Melro Momor 12 Tahun 2014 tentang

Renvana Kerja Pemeriniah Dacrah Kota Mewro Tahun 20115
[Berita Llacrah Kota Metre Tahun 2014 Nomor 12);

Peraluran Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Penjabarun Anggaran Pendapalem dan Bclanja Daersh Kota
Metro Tahun 2015 [Berita Daerab Kota Merro Tahun 2014
Nomor $2};

MEMUTUSEAN :

FERATURAN WALIKOTA TENTAN(G PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMEEINTAH DAERAH KOTA METREO TAHUN 2015,
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BARB I
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalien Peraluran Walikota b yang dimaksud dengan

et <

i

{1

(2]

(3]

{11

(21

Dasrah adalah Kota Metro.

Femerintah Daerah adalah Pemerintah Daersh Kota Meteo,

Walikota adalabh Walikats Metro,

Dewan Perwakilan Raloyat Dueruh yvang sclanjuunye disingkar DPRD adalah Dewan
Perwakalan Halbgrat Nacrah Kote Metmo.

Fencana Pembangunan Jangks Menengah Duerah yang selanju lnya disinglkal REIMI1>
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun,

Rencana kerja Pemerintah Daerah yang aclanjutnya disingkat RKPD adalsh doloimen
Perencanasn dacrab untuk periode 1 jsata] tabun atsu dierbut densan Rencana
Pembangiunan Tauhunan [Jacrah,

Perubahan Heoreana Kego Pemenntah Doeruh veng aclanjutnyw disingkat Pemiboahon
REIL adalah dokumen perubabion perencanaan daeroh untuk periode L [matu] tahiu
atin disebul dengan Porubahan Rencana Pembangunen Tahunan Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KEERJA PEMERINTAH DAERAH
Pazal 2
Perubahan FEEPD m menjadi landasan penyusunan Perubahsn Kebijakan Umum
Anggaran dan Priemles Plafon Anggaran Sementara untull menyusun Porubahaon
FHancangan Angparan Pendaparan don Belanju Dacrah Tahun 20015,

Perubahan RKFD sebaguimuna dimaksud pada oyal (1] menguraikan perubaban
propram dan kegiatan yang akan dilaksanalkan pada lahon 2015,

Perabahan REPD schagaimana vang dimsksod pada aval (1) disusun densan
sistcmatikn sebaga berikut ;

Bubl : Pendahuluan
Balb Il : DEvaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan 11
Bab II1 1  Rencana Program dan Kegiaton Priorilas Dacrah dalam Perubahan REPD

Bab IV : Penutup

Paszl 3

Perubahan REPD sebamnmana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evelussi
pelaksunasn RKPD sampad dengan Triwnalan IT twhun berjalan dan perubahan prograsm
din kegiulen yang akan dilaksanakan pada tahun 2015,

Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 2
cdiloksanakan araual dengan ketentuan Peraduran Walikota Metro Nomor 17 Tahun
204 tenlang Kencana Kerja Pemerintah Dasrah Tuhun 2015,
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(3 Uraian secara rincd Perubahan RKPD Tahun 2015 dimuat dalam Lampiran yang
merupakan bagion vang tidak terpisabkan dari Peraturan Walilkota ini.

Pasal 4

Dalam hal Perubuhan REPD Tahun 20135 vang dilctapkan sebagaimana yanp dimalosud
tdalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 20N 5 maka digunakan program dan keziatan

hasd Perubahan RKPD Tahun 2015,

BAB IT1

KETENTUAN PENUTUP

Fagal &

Peraturan Walikota ind mulsi berlal pada tanppal dinndangkan,

Agar setiap orang mengetahlinys memerintahlan pengundangan Peraturan Walikota i
dengan penempatannya dalom Berils Dacrah Kota Metro.
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BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR.| &



